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ABSTRAK

Nama : Melisa

NIM : 190103034

Fakultas/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan MS

Idi dan MS Kota Lhokseumawe)
Tanggal Sidang : 24 Juli 2023
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Pembimbing I  : Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A
Pembimbing Il : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Sebab, Perceraian, Putusan

Kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di Aceh terus mengalami
peningkatan mulai dari tahun 2020 hingga 2022,yang didominasi oleh beberapa
faktor seperti perselisinan dan pertengkran yang terjadi secara terus menerus
karena faktor ekonomi, KDRT, berjudi, zina, salah satu pihak meninggalkan
pihak lain dan faktor lainnya. Dengan meningkatnya angka perceraian
diberbagai wilayah Aceh seperti Lhoksukon, Lhokseumawe, Aceh Timur dan
Kuala Simpang, maka ada beberapa yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu: pertama, apa saja sebab-sebab perceraian dalam hukum
fikih dan hukum positif?, kedua, apa saja yang menjadi sebab-sebab perceraian
di MS IDI dan MS Lhokseumawe?, ketiga, bagaimana pertimbangan hakim
terhadap sebab-sebab perceraian yang dominan pada MS Idi dan MS
Lhokseumawe?. Metode penelitian yang digunakan vyaitu menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersifat normatif dan empiris yang terdiri dari data
primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa didalam hukum
Islam terdapat 7 (tujuh) sebab perceraian yaitu Nuzyus, fasakh, khulu’, li’an,
I'la, zihar dan syiqaq, sedangkan pada hukum positif sebab perceraian yaitu:
salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang sulit
disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, mendapat
hukuman penjara 5 tahun, melakukan kekejaman atau penganiayaan, mendapat
cacat badan atau penyakit dan antara suami istri terus berselisih dan bertengkar,
suami melanggar taklik talak dan murtadnya salah satu pihak. Dari hasil data
yang peneliti dapatkan pada wilayah MS Idi angka perceraian tidak stabil mulai
dari tahun 2020 sampai 2021, sedangkan pada MS Lhokseumawe angka
perceraian menurun terhitung sejak tahun 2020 sampai 2022. Adapun sebab
perceraian yang paling dominan di MS Idi yaitu perselisinan dan pertengkaran
yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi,
sedangkan di MS Lhokseumawe yaitu perselisinan dan pertengkaran yang
terjadi secara terus menerus, disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan
pihak lain.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin:

Huruf Huruf Huruf Huruf
Arab e Latin N Arab T Latin Ket
tidak | tidak ( detne D
\ Alif | dilamba | dilamban | 1 @ ¢ . tikg .
ngkan gkan bawah)
zet
(@] Ba’ B Be L za z (dengan
: ; i titik di
bawah)
koma
G Ta’ T Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)
es
Rl Sa’ S (dengan ) Gain G Ge
titik di d
atas)
z Jim J Je —a Fa’ F Ef
ha
., (dengan - _ .
C Ha h titik di O Qaf Q Ki
bawah)
é Kha’ Kh ka dan ha 5| Kaf K Ka
) Dal D De J Lam L El
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zet
. . . (dengan -
2 Zal Z titik di e Mim M Em
atas)
D) Ra’ R Er 8 Nin N En
B Zai z Zet 9 Wau W We
N Sin S Es o Ha’ H Ha
g Syin Sy es dan ye s Haana ¢ Apostrof
es
_ (dengan .,
o Sad S titik di s Ya Y Ye
bawah)
de
. (dengan
o Dag d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
IS Fathah dan Ya Al
.. Fathah dan Wau Au

Contoh

/. .’~S/ : kataba J;\::-M S Su ,lla
0% fuala X kaifa
SNY ukira ds :haula

2 -

AN yazhabu

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

sl Fathah dan Alif A
atau Ya
0B Kasrah dan Ya I
ol g Dammah dan Waw u
Contoh:

‘5&,) T rama J & > gala

dé gila S}%’ > yaqiilu



4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

2 o~

dalh : talhah

J GLYIaY) : raud ah al-asfal / raud anud agfal

i’)}lﬁ \L-D-AM - Al-Madinatul-munawwarah
5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1—’:’_) . rabbana
d)—i : nazzala
393‘ > al-birr
&l  al-hajj
a;:' cnu’ ‘ima
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6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jdal)  ar-rajulu
iifw\ . as-sayyidatu
(] : asy-syamsu
Al  al-galamu
) : al-badiu
OO > al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.
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Contoh:
UJJA G te’ khuziina
93—“‘ ran-nau’

(e s syai’un

u‘ :inna
Soelumirtu
X - akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
L/);)‘;S\));;/}éj ‘*:“C’B : Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Sl 815856 - Fa auf al-kaila wa al-mizan
Fa auful-kaila wal- mizan
d:‘hj‘ é:‘“b—’\ : Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil
a WHasal e A (M-ﬂ-’ : Bismillahi majrahd wa mursah
il s o G e &5 i ditlahi “ala an-nasi Bijju al-baiti

y‘:"""“ ‘\-‘S\ & Uais) e : Man istata ‘a ilahi sabila
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9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
5] s 45
oo Ul a5 g (alyl )

.

chaall 8y L gty

Gl W &) 2l

: Wa ma Muhammadun illa rasul

: Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

> lallazi bibakkata mubarakkan

: Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi

: Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap

demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:

i iy ) Gl
Lied HaY) 4

. Nasrun minallahi wa fathun qarib
. Lillahi al-amru jami‘an

. Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam Mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung
jawaban syariatnya. Dalam mencapai tujuan ini islam membantu mengatur
hubungan antara suami istri dengan menegakkan peraturan rumah tangga atas
kepemimpinan seorang suami. Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah
yang dapat memelihara dari segala masalah dalam rumah tangga yang mana di
dasarkan pada bimbingan kasih sayang dan tagwa kepada Allah Swt. Akan
tetapi rumah tangga juga dapat hancur karena suatu kondisi yang dihadapi suami
istri dan hal tersebut suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat untuk
dihindari  ketika terjadi  kehancuran dalam rumah tangga dan
mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia jika tidak berdasar.

Berbicara tentang perceraian di Indonesia sendiri tercatat oleh Badan
Pusat Statistika (BPS) terdapat 516.344 kasus perceraian pada Tahun 2022.
Jumlah kasus tersebut meningkat 15,3 % dibandingkan pada tahun 2021
sebanyak 447.743 kasus. Berdasarkan BPS perceraian tersebut disebabkan
karena perselisihan dan pertengkaran sebanyak 284.169 kasus. Percaraian yang
disebabkan karena faktor ekonomi berjumlah 110.939 kasus. Sedangkan
perceraian yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak sebanyak
39.359 kasus. Jawa Barat menjadi wilayah perceraian paling tinggi yang
berjumlah 113.643 kasus. wilayah kedua JawaTimur dengan kasus 102.065
kasus. Selanjutnya posisi ketiga Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus. Untuk
wilayah Sumatera Utara dan DKI masing-masing sebanyak 20.029 kasus dan

! Abdul Aziz Muhammad ~ Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh
Munakahat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hIm. 251-252.
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19.908 kasus. Namun data ini hanya meliputi penduduk yang beragama islam
saja.?

Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974
yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami
istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun penjelasan mengenai
perceraian dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam yaitu putusnya hubungan perkawinan. Perceraian adalah putusnya
ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan
rumah tangga antara suami istri tersebut.® .Perceraian juga diatur dalam
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 38,
disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan
putusan pengadilan.

Ulama Fikih mendefinisikan perceraian tersebut dengan talak yaitu:
menurut Sayyid Sabiq talak yang mana secara bahasa at-thalaq berasal dari kata
al-ithlag yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah talak yaitu
lepasnya ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.* Sedangkan
Wahbah Zuhayli mengatakan Perceraian yaitu dengan kata Al-Furgah yang
artinya berakhirnya hubungan suami istri karena terdapat sebab tertentu atau
dapat dikatakan berakhirnya akad nikah karena sebab.” Ali Hasballah beliau
juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikemukakan Wahbah Zuhaily, ia
mengatakan kata al-furgah secara etimologi yang berasal dari kata faraga,

? Monavia Ayu Rizaty, “Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 20227, 1
Maret 2023, Diakses melalui: https://dataindonesia.id pada Tanggal 30 Mei 2023.

¥ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena
Divisi, 2005), him. 38.

* Sayyid Sabig, Figih Sunnah, (terj; Abu Syaugina, Abu Aulia Rahma), Jid 1V,
(Jakarta: Cakrawala Publishing,2008), him. 2.

® Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk), Cet 1, JId IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 336.



berarti berpisah. Namun oleh fugaha apabila dikaitkan dengan persoalan antara
suami istri yaitu putusnya hubungan perkawinan antara keduannya.®

Perceraian menurut hukum Islam sendiri merupakan sesuatu yang
dilarang oleh Allah Swt, dalam islam pun perceraian dapat dilakukan dengan
suatu tindakan terpaksa saja apabila memang sesuai dengan ketentuan agama
islam yang mana adanya kesalahpahaman diantara suami istri yang tidak bisa
lagi diatasi atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku.” Jadi dapat
dipahami disini bahwa jatuhnya talak itu harus adanya alasan yang sangat tepat
dan mendesak. Seperti disebabkan karena suami yang ragu terhadap kebaikan
perilaku istrinya atau hatinya tidak lagi tertarik kepada istinya. Namun jika talak
dilakukan tanpa alasan yang tepat, maka itu dikatakan telah kufur nikmatnya.

Mengenai sebab-sebab perceraian bisa dilihat dalam Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Adanya perbuatan zina, pemabuk, penjudi dan
hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan dari salah satu pihak, salah satu pihak
meninggalkan pihak lain tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, yang mana
dilakukan berturut-turut selama 2 tahun, Salah satu pihak mendapatkan
hukuman penjara selama 5 Tahun atau lebih setelah perkawinan, salah satu
pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak terdapat cacat
badan atau penyakit yang mana tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
suami atau istri, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan
tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, pihak suami
yang melanggar taklik talak dan salah satu pihak pindah agama (murtad) yang

membuat tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga.®

® Ali Hasballah, Al-Furgah bayn al-Zaujayni wa ma Yata’allagu biha min ‘Iddatin wa
Nasabin, (Kairo: Dar al-fikr al-Arabi, 1968), him. 3.

’ Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan
Sungai Kunjang Kota Samarinda”, Jurnal Psikostudia, Vol 1, No 1, (Samarinda: Program Studi
Psikologi, Universitas Mulawarman, 2012), him. 34.

® Thomas Candra, Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, 2021. Diakses Melalui, https://Ibhpengayoman.unpar.ac.id. Pada tanggal 5 Desember
2022,



Sedangkan Sebab-sebab perceraian dalam islam untuk pendapat yang
paling Rajih yaitu pendapat para Jumhur Fuqahah: Akibat tidak mampunya
suami memberi nafkah, akibat adanya kekurangan atau cacat fisik dari pihak
suami atau istri, akibat perselisihan atau kemudharatan dan buruknya hubungan
suami istri, akibat talak ta’ssuf (berperilaku sewenang-wenang) dan akibat
terpisah dengan suami selama satu sampai dua tahun atau lebih.® Sedangkan
menurut pendapat lain, yaitu Ali Yusuf As-Subki sebab-sebab dari perceraian,
yaitu: An-Nisyuz (Kedurhakaan), Asy-Syiqgaq (perselisihan), Za’ dan Zhihar.'

Mengenai kasus perceraian pada wilayah Aceh, kewenangan dalam
memutuskan perkara perceraian tersebut diberikan kepada Mahkamah
Syar’iyah, karena Aceh termasuk kedalam lembaga Peradilan Syariat Islam,
yang mana kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan khusus
dijelaskan pada Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memiliki
dua kompetensi dasar yaitu wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum.
Mencakupi bidang perdata, mu’amalah dan jinayah."" Mahkamah Syar’iyah di
Aceh sendiri mencatat angka perceraian mencapai 6.823 terhitung sejak Tahun
2022 dan didominasi oleh gugatan cerai yang dilakukan oleh istri, sebanyak
5.213 perkara, sedangkan untuk cerai talak mencapai 1.610 perkara. Ada tiga
daerah yang memiliki kasus perceraian tertinggi sepanjang tahun 2022, yaitu
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sebanyak 672 perkara, Kuala Simpang
sebanyak 512 perkara, Aceh Tengah 337 perkara dan Mahkamah Syar’iyah Idi (
Aceh Timur) sebanyak 442 perkara. Sedangkan untuk angka perceraian terendah
ada pada Mahkamah Syar’iyah kota Sabang mencapai 55 perkara. Dari seluruh
perkara yang ada faktor perceraian didominasi pada perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi secara terus menerus mencapai 4.471 perkara, yang

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu,.......... , him. 443-463.
19 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, Cet 2, (Jakarta: Amzah, 2012), him. 229-359.

Y“Efa Laela Fakhriah, Yusrizal, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Acch
Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia”, Jurnal llmu Hukum, Vol 3, No 2,
(Bandung), him 131, Diakses Melalui: https://media.neliti.com, Pada Tanggal 30 Mei 2023.



disebabkan karena berjudi, mabuk, zina, serta kurangnya tanggung jawab oleh
salah satu pihak. Terdapat juga faktor yang lain yaitu meninggalkan salah satu
pihak 702 perkara, faktor ekonomi 258 perkara, KDRT 109 perkara.*?

Penyebab perceraiannya lainnya karena dihukum penjara 76 perkara,
poligami 30 perkara, judi 22 perkara. cacat badan 21 perkara, kawin paksa 18
perkara, madat 15 perkara, mabuk 5 perkara, murtad dan lain sebagainya hanya
3 perkara dan zina 1 perkara. perkara-perkara yang ada tersebut menjadi faktor
pendukung terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus
menerus.™

Perceraian sendiri merupakan perbutan yang dibenci olehj Allah Swt dan
memiliki dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak terkhususnya
terhadap anak. Dalam Penelitian ini, secara khusus menganalisis masalah Sebab-
Sebab Perceraian Dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah
yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah
Suar’iyah Lhokseumawe. Oleh sebab itu penulis akan meneliti permasalahan
SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan
Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa
permasalahan yang hendak didalami lebih jauh, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana perbandingan antara fikih dengan hukum positif tentang
sebab-sebab perceraian ?
2. Apa saja yang menjadi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah
Idi dan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe ?

12 «“Angka Perceraian di Aceh Capai Lebih Dari 6 Ribu Perkara”, Kompas TV, Aceh, 13
Desember 2022, Diakses melalui: https://www.kompas.tv. Pada Tanggal 30 Mei 2023.

13 “Mahkamah Syar’iyah Catat Kasus Perceraian Di Aceh Capai 6.823 Perkara”, Antara
News, Aceh 6 Desember 2022, Diakses melalui: https://www.antaranews.com. Pada Tanggal 29
Juli 2023.



3. Bagaimana analisis sebab-sebab perceraian yang paling dominan
terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah
Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah terdahulu maka

penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbandingan antara fikih dengan hukum positif
tentang sebab-sebab perceraian.

2. Untuk menjelaskan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah Idi
dan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe.

3. Untuk menjelaskan analisis sebab-sebab perceraian yang paling
dominan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah
Syar’iyah Kota Lhokseumawe.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam definisi
umum, yang mana istilah ini menjadi tumpuan dalam memahami maksud dari
hal yang akan diterangkan yaitu:

1. Sebab-sebab

Adalah hal yang menjadi timbulnya sesuatu karena terdapat asal mula
segala akibat dari suatu masalah tersebut.*

2. Perceraian
Adalah putusnya ikatan perkawinan, maka dengan begitu putusnya
hubungan suami istri dalam membina rumah tangga yang utuh. Sehingga
antara suami istri tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami

istri.®

4 pengertian Sebab Menurut KBBI, Diakses melalui: https://kbbi.web.id/sebab.html.
Pada Tanggal 3 Desember 2022.

15 |inda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Al-
‘adalah, Vol 10, No 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 2012,
him. 416.



3. Putusan Mahkamah Syariyyah
Adalah lembaga peradilan syariat islam di Nanggro Aceh Darussalam
sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11
Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002.%
4. Verstek
Putusan ini merupakan suatu putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim
tanpa kehadiran tergugat tanpa alasan yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi.*’
E. Kajian Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan Sebab-
Sebab Perceraian Di Suatu Daerah Tertentu. Namun sejauh penelusuran
terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus
mengkaji ketentuan Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan
Mahkamah  Syar’iyyah  Aceh Timur Dan Mahkamah Syar’iyvah Kota
Lhoksumawe). Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan
kajian penelitian skripsi ini, diantarannya adalah:
Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tri Rika Yuliana, Mahasiswa Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro pada Tahun 2021, dengan
Judul: “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di
Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar”. Kesimpulan penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor internal penyebab perceraian yaitu karena faktor
ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk dan faktor kekerasan dalam rumah
tangga. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena perselingkuhan dan
perjodohan. Untuk penyebab perceraian yang paling dominan di Kampung

Poncowati adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Dengan keadaan ekonomi

% Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh. Diakses melalui, https://ms-
aceh.go.id. Pada tanggal 5 Desember 2022.

7 pengertian Verstek, Diakses melalui:https://www.djkn.kemenkeu.go.id Pada Tanggal
17 Mei 2023.



yang tergolong rendah yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan
yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Di
Kampung Poncowati ini yang bercerai rata-rata hanya dari orang-orang yang
berpendidikan sampai tingkat SD. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat
pendidikan ini bisa bekaitan atau berdampak terhadap tingkat perceraian.*®
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Susanti Syafaruddin, Mahasiswa Studi
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2021, dengan Judul: “Faktor Penyebab
Perceraian Periode Tahun 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama
Kabupaten Banzeng”. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor
penyebab perceraian yaitu: faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah
tangga, faktor perselingkuhan, faktor pertengkaran dan perselisihan terus
menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor tidak ada keharmonisan,
faktor tidak ada tanggung jawab, faktor hukuman penjara, faktor mabuk, faktor
poligami, faktor judi, faktor zina dan faktor lainnya. Dalam penelitian ini juga
membahas tentang dampak yang timbul akibat dari perceraian yang menjadi
titik fokus yaitu dampak terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut, yang
mana anak akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuannya, anak
merasa tidak di inginkan, merasa kesepian seakan dunianya telah hancur dan
anak akan mencari kebahagiaan diluar rumah™.
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hamsah Hudafi, Mahasiswa Studi Al-
Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada
Tahun 2018, dengan Judul: “Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian
Akibat Perkawinan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh”. Penelitian

% Tri Rika Yuliana, Mahasiswa Studi Hukum Kelurga Islam Fakultas Syariah IAIN
Metro pada Tahun 2021, dengan judul: “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah
Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar”.

19 Susanti Syafaruddin, Mahasiswa Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2021, “Faktor Penyebab
Perceraian Periode Tahun 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Banteng”.



ini menganalisis putusan hakim di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga
Redelong berjumlah 3 orang yaitu ketua Mahkamah Syar’iyah, Panitra dan Staf.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka perceraian Mahkamah Syar’iyah
simpang tiga redelong itu sangat tinggi dari tahun ketahun yang disebabkan oleh
perselisihan terus menerus, ekonimi, KDRT, ditinggal salah satu pihak dan lain
sebagainya. Hubungan tingginya perceraian dengan perkawina usia muda
memiliki hubungan yang sangat jelas dikarenakan pola piker yang belum
matang dan sebenarnya masih dijenjang pendidikan akan tetapi mereka langsung
menikah dan karena belum adanya kematangan antara kedua mempelai disitulah
terjadinya perceraian.”

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Safira Purnama Sari, Mahasiswa
Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Banda Aceh, Pada Tahun
2021, dengan Judul: “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab
Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak
dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS Sigli”. Kesimpulan penelitian ini
menunjukan bahwa peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli
cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Pada tiap tahunnya perceraian semakin
meningkat, peningkatan tersebut meningkat sejak tahun 2019 dikarenakan kasus
perceraian akibat perselisinan dan pertengkaran terus menerus. Upaya untuk
meminimalisir perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran adalah dengan
meningkatkan peran Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai pihak mediator,
menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang dianggap secara baik
serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian. ditinjau dari hukum Islam

terkait alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang diputuskan

% Hamsah Hudafi, Mahasiswa Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatera Utara pada Tahun 2018, dengan judul: “Tinjauan Terhadap Tingginya
Angka Perceraian Akibat Perkwainan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh”.
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MS Sigli sudah berdasarkan ketentuan atau prinsip Islam yang ada, perdamaian
oleh pihak MS Sigli.**

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Mukti Kelonongningrum,
Mahasiswa Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trunajaya
Bontang pada Tahun 2021, dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap
Penyebab Percearaian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”. Kesimpulan
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor perceraian disebabkan oleh beberapa
faktor seperti faktor ekonomi, mabuk, madat, judi, perselisihan dan lainnya. Dari
sekian banyaknya kasus perceraian yang sudah di putuskan bahwa perceraian
tersebut menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan rerata usia
perkawinan masih dibawah 10 tahun lamanya. Tingginya angka perceraian di
Kota Bontang tidak mudah ditekan meskipun telah diminimalisir oleh
Pengadilan Agama Bontang, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat
mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis hakim namun

hasilnya tetap meningkat pertahunnya.”

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian,
sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.* Jadi
metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan aktivitas
penelitian. Metode penelitian juga merupakan cara utama yang digunakan untuk
mendapatkan data sehingga tujuan penelitiann tercapai, untuk memperoleh

tingkat ketelitian dari data yang dikumpulkan. Mengingat penelitian ini

21 gafira Purnama Sari, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan
Hukum Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan judul: “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai
Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan
Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS Sigli”’.

% Dwi Mukti Kelononingrum, Mahasiswa Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan
Miliana Universitas Trunajaya Bontang pada Tahun 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap
Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”.

% Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka, 2009), him. 13.
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termasuk didalam bidang studi kasus, maka metode yang digunakan adalah
metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif,
dengan mengedepankan data-data yang bersifat empiris.?* Penelitian kualitatif
sendiri adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek
pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan untuk penelitian
generalisasi, menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah
secara kasus perkasus.?

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan
yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan
perspektif konstruksi seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman
individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun
teori atau pola pengetahuan tertentu. “°Dalam konteks ini, objek yang
didekati itu adalah Analisis Sebab-Sebab Perceraian (Studi Komparatif
Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Timur dan Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe).
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatife
empiris. penelitian normatife empiris adalah suatu metode penelitian
yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang

kemudian didukung dengan penambahan sata atau unsur empiris.

24 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004), him. 268.

% Jhony lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu
Media Publishing, 2005), him. 46.

% Ajat Rukajat, Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach),
(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama,2008), him. 5.
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Dengan menggunakan studi kasus dari hukum normatife-empiris berupa
produk perilaku hukum.

Penelitian hukum normatife atau penelitian perpustakan merupaka
penelitian yang mengkaji studi dokumern, yaitu menggunakan berbagai
data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan
pengadilan dan dapat berupa teori hukum. penelitian hukum empiris
adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta
empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang
didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui
pengamatan langsung.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tebagi kedalam tiga
kategori, yaitu:
Data primer

Data primer yaitu data utama atau sumber utama dalam suatu
penelitian, yang mana data tersebut dijadikan jawaban terhadap masalah
yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor. 534/Pdt. G/2022/Ms. 1di dan
Putusan Mahkamah Syar’iyah lhokseumawe Nomor. 322/Pdt.
G/2019/Ms. Lsm.
Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dan data
ini bertujuan untuk pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data
primer. Dalam penelitian ini sumber sekundernya berasal dari buku
Sayyid Sabig Dalam Kitab Figih Sunnah Jilid IV, Wahbah Zyhaily
Dalam Kitab Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu Cet 1 Jilid 1X dan lbnu
Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Serta buku-buku lainnya
dan berupa jurnal yang relevan terkait dengan skripsi ini.
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. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk
mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, disini peneliti
meenggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara
(interview) dan dokumentasi:

Wawancara (interview)

Wawancara adalah berupa teknik pengumpulan data dengan cara
percakapan langsung antara penulis dengan orang atau pihak yang
terdapat pada Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Dokumentasi

Dokumkentasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara
mempelajari data-data tertulis yang peneliti dapat dari Mahkamah
Syar’iyah Aceh dalam bentuk putusan-putusan yang telah ditetapkan.
Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah adanya ketepatan antara data yang terjadi pada
subjek penelitian dengan data yang di peroleh oleh penelitian.?” Jadi
validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara realita yang
sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat di pertanggung
jawabkan, serta dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik
kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data yang terkait
yaitu Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Idi dan Mahkamah
Syar’tyyah Kota Lhokseumawe yaitu ketepatan hasil data yang telah
penulis peroleh dari beberapa sumber putusan dengan kenyataan Putusan
Mahkamah diatas. Oleh sebab itu, dalam menganalisis Putusan
Mahkamah Syar’iyyah Idi dan Mahkamah Syar’iyyah Kota
Lhokseumawe tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa
bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis

teliti tersebut.

2" Beni Ahmad Saebani, Metode..., him. 158.
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6. Teknik analisis data

Deskriptif analisis komparatif. Metode deskriptif analisis merupakan
metode yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah
yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan
yang didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupu
teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik
yang bersangkutan.?® Sedangkan komparatif yaitu menganalisis suatu
data dengan cara membandingkan antara putusan Mahkamah Syar’iyah
Idi dan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe.

Data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan,
kemudian dilakukan analisis secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan
seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan
perbedaan tersebut. Seterusnya diambil kesimpulan secara deduktif yaitu
mengambil kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum kepada
penjelasan yang bersifat khsusu. Sehingga menjadikan suatu penyajian
hasil penelitian ini dapat mudah untuk dipahami.

7. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan yang digunakan dengan merujuk kepada
buku panduan penulisan skripsi dan Laporan akhir mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk mendalami, penelitian ini tersusun atas empat
bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian,
dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang
dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing
dari sub bab:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan

dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah,

%8 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 50.
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rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: berisi tinjauan umum Pengertian Perceraian serta Dasar Hukum
Perceraiam, Macam-Macam Perceraian atau, Sebab-Sebab Perceraian Dalam
Hukum Islam, Sebab-sebab Perceraian dalam Hukum Positif (Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Bab Tiga: berisi pembahasan tentang Perbandingan antara Hukum Figh
Dengan Hukum Positif Tentang Sebab-sebab Perceraian, Sebab-Sebab
Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Idi (Aceh Timur) dan Mahkamah
Syar’iyyah Kota Lhokseumawe serta menganalisis sebab-sebab perceraian yang
sangat dominan tersebut berdasarkan isi putusan Mahkamah Syar’iyyah Idi dan
Mahkamah Syar’iyyah Kota Lhokseummawe.

Bab Empat: penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang
meliputi saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari
rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran untuk membangun hasil dari

penelitian ini.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya hubungan perkawinan. Adapun yang
dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974
yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami
istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian disini maksudnya
adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan
berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami istri tersebut.”® Untuk
perceraian dalam pengertian cerai talak terdapat dalam Pasal 14 sampai Pasal 18
PP Nomor 9 Tahun 1975,yaitu suatu perceraian yang diajukan permohonan cerai
oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama, perceraian ini dapat dianggap
terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian
tersebut dinyatakan didepan sidang Pengadilan. Sedangkan perceraian dalam
pengertian cerai gugat terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP
Nomor 9 Tahun 1975 yang mana suatu perceraian yang diajukan gugatannya
oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku
beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Didalam Bahasa Arab secara etimologi cerai/talak berasal dari kata

“itlag” 590 yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama

secara terminologi “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau

2% Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena
Divisi, 2005), him. 38.

%0 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), him. 20.
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membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah suatu perkawinan.
Terdapat dasar hukum talak dalam Firman Allah Swt: Qs Al-Ahzab:49 :

G Gl A0S BRE 0T 45 1 et 2 Ly 186 \y\ 3 @i
(£9) i B BA385ns SARE Ougiglass 3l

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu

perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Qs. Al-Ahzab: 49)

Dijelaskan dalam sepenggal arti pada ayat tersebut, yaitu: “wahai orang-
orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin,

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya”, Dalam ayat:

#432% (Tamassuuhunns) artinya yaitu menjamak, memegang atau menyetubuhi.

Maksudnya yaitu di tafsirkan apabila perempuan tersebut baru dinikahi, belum
sempat di campuri, lalu di ceraikan (ditalak) dan tidak ada iddahnya. Maka
setelah ditalak, perempuan itu boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki
lain. karena dengan adanya iddah’ hanya untuk menjelaskan apakah terdapat
benih suami yang telah menceraikan itu didalam kandungan yang belum di
setubuhi. Namun jika memang belum di setubuhi tentunya benih belum ada di
dalam kandungan istri. Selanjutnya “maka berilah mut’ah dan lepaskanlah
mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”, maksudnya disini yaitu setelah
talak dijatuhkan terhadap istri yang belum di campuri hendaknya segera bayar
mut’ah (harta pengobatan hati bagi perempuan karena ditalak), lalu ceraikan
perempuan tersebut dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat islam yaitu

dengan cara yang sebaik-baiknya.**

31 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 8, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), him.
5748-5749.
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Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum islam akan tetapi hal tersebut
suatu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah Swt. Perceraian diperbolehkan
apabila tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi
antara suami istri dalam rumah tangga. Maka dari itu hubungan suami istri
adalah hubungan yang sangat suci dan kuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan
kesuciannya dari pada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji
yang berat (mitsaq ghalizh),*® sebagai firman Allah (Qs An-Nisa [4]: 21:

(vyy Wl e 2 5l o255 ) Wakg il 363 SRSV

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah
bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Maka tidak boleh menganggap lemah dan rendah hubungan suami istri,
karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara suami
istri tersebut.®® Ini merupakan pendapat ulama Hanafi dan Hambali yang
dilandaskan Hadist:

i X il
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“Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Perbuatan halal yang paling

dibenci Allah ialah cerai!” HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai
sahih oleh Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal”.

%2 Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dan Figh”, Jurnal EI-Qanuny, Vol 4, No 2, 2018, him. 157.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh
Munakahat, ... ......., 2011, him. 257.

* |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram, (Bandung: PT Cordoba Internasional
Indonesia, 2015), him. 452,
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B. Macam-Macam Talak

Merujuk kepada Kitab Ibnu Ruysd dijelaskan bahwa talak terbagi kepada

empat macam, yaitu :

1. Talak Raj’i

Yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya
tanpa akad nikah yang baru. Kategori talak Raj’i yaitu talak pertama dan kedua
yang dijatuhkan suami atau istri yang sudah pernah dicampuri, bukan atas
kemauan dari istri yang disertai dengan uang terbusan (Iwadl) selama masih
dalam masa ‘iddah.*® Talak Raj’I adalah talak dimana suami masih memiliki
hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Salah satu syarat
dari talak Raj i yaitu suami telah menggauli istrinya.

2. Talak Ba’in

suatu talak yang terjadi sebelum adanya pergaulan dari suami istri karena

adanya bilangan talak tertentu atau karena adannya penerimaan ganti pada
Khulu’. Talak ini ialah talak yang memungkinkan suami rujuk kepada mantan
istrinya jika melakukan akad nikah baru. Talak Ba’in ini terbagi kepada dua,
yaitu:

a) Talak ba’in Sughra yaitu ( talak yang terjadi kurang dari tiga kali
dan tidak boleh rujuk dalam masa Iddah’), akan tetapi boleh
menikah kembali dengan akad yang baru. Karena talak ba’in
sughra ini sekali diucapkan dapat memetuskan hubungan suami
istri. yang termasuk Talak ba’in sughra yaitu talak karena fasakh,
talak pakai iwald (ganti rugi) dan talak karena belum dikumpuli

(istri yang ditalak belum digauli).

% Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ... ...... him. 134-135.

% Slamet Abidin, H. Aminuddin, Figih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia,
1999), him, 34-35.
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b) Talak ba’in Kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh
dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah
baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil (suami yang
menikah dengan lak9laki lain dengan tujuan agar dapat kembali
lagi kpada mantan suami yang telah menalaknya sampai tiga kali
penuh, hukumnya sama dengan talak bain sughra. Memutuskan
hubungan suami istri tanpa rujuk kembali., kecuali setelah istri
menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah di gauli tanpa ada
niat tahlil kemudian bercerai®’, firman Allah Swt Qs. Al-Bagarah
230:

Tod % Ay “';};/° %‘L//‘; owd S P S LT P
(YY )O3R a3 i alll 3305 Sl 0 alll 3505 W2& Of 2L O) sl

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang
yang berpengetahuan”. (Qs. Al-Bagarah: 230).

3. Thalak Sunni’
Talak sunni adalah talak yang dilakukan suami terhadap istrinya

ketika itsri dalam keadaan suci. Dapat dikatakan talak sunni apabila
memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti: istri yang ditalak sudah
pernah digauli, istri harus segera melakukan iddah suci setelah ditalak,
yaitu dalam keadaan suci dari haid, jadi talak tersebut dilakukan ketika

istri dalam keadaan suci.

%" 1bid, him. 36.
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4. Talak Bid’i
Talak Bid’i merupakan talak yang dijatuhkan pada saat haid.
Hanafi dan jumhur ulama sepakat bahwa talak tersebut tetap jatuh
walaupun haram. Talak yang dijatuhkan pada saat istri haid, talak yang
dijatuhkan untuk istri dalam keadaan suci namun pernah digauli oleh
suaminnya dalam keadaan suci trrsebut.®® Menurut Syafi’I talak ini tetap

jatuh walaupun haram.

berdasarkan hadist nomor 2245 yang diriwayatkan Shahih dari Ibnu

Umar:

4
[ e
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“Dia telah mentalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan haid, di masa
Rasulullah Swt. Maka Muhammad bersabda, ‘perintahkanlah dia, hendakala dia
merujuk istrinya hingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian

jika ia mau, ia boleh mempertahankannya dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya
sebelum manggaulinya, itulah iddah Allah perintahkan untuk mentalak istri”.

Dari penjelasan hadist diatas terdapat perbedaan pendapat tentang
masalah ini, Imam Malik mengatakan bahwa syarat dari talak sunni yaitu tidak
diikuti dengan talak yang lain disaat iddah’. Sedangkan Abu Hanafi berpendapat
bahwa jika mentalaknya setiap kali suci satu kali talak, maka talak tersebut
dinamakan talak sunni. Imam Malik juga berpendapat bahwa suami yang
mentalak tiga kali dengan lafadz satu kali tidak disebut dengan talak sunni.

Berbeda dengan Syafi’l beliau menganggap bahwa itu merupakan talak sunni.

% Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, (terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman),
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 127.

¥ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Terj: Abd. Mufid
Ihsan, M. Soban Rohman), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), him. 3.
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Hadist nomor 3466 yang dijadikan hujjah oleh Syafi’l yaitu Hadist
Shahih dari Ashim bin Adi yang menerangkan:

gﬁ@}z)\:&,p@jg@wsg@w\gpj%uwx%j@k@&ﬁo\&@;ﬁu
H03z8)

“Bahwa Al-Ajlani menceraikan istrinya tiga kali dihadapan Rasulullah Saw

setelah selesai mengucapkan sumpah /i’an .

Imam Malik menjelaskan bahwa setelah melihat orang yang mencerai
dengan lafadz tiga berarti dia telah menghilangkan keringanan yang Allah
jadikan didalam lafadz itu sendiri, maka beliau mengatakan itu bukanlah talak
sunni. Sementara para pengikutnya mengemukakan alasan tentang hadist
tersebut, bahwa suami istri yang melakukan sumpah Li’an maka itu telah terjadi
perceraian diantara keduannya karena sumpah /i’an itu sendiri, maka telah
terjadi talak tidak pada tempatnya. Pendapat Imam Malik ini lebih kuat dari
pendapat Syaf’ i

C. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Terdapat beberapa sebab-sebab perceraian yang menjadi dasar dari
munculnya permasalahan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan percaraian,

yaitu :

1. An-Nusyuz
Nusyuz artinya yaitu membangkang atau durhaka. Maksudnya
ialah seorang istri yang melakukan suatu perbuatan yang menentang
suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara atau tidak menaati

suaminya. Dalam kitab Fath Al-Mu’in yang termasuk perbuatan nusyuz

“0 Ibid, him. 779-780.
*! Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2,......... , him. 128-129.
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yaitu jika seorang istri tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia
sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Adapaun beberapa perbuatan istri
yang termasuk nusyuz, misalnya seperti Istri tidak mau ikut pindah untuk
menepati rumah yang sudah disediakan oleh suami tanpa alasan yang
jelas atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami, istri yang
berpaling dalam bergaul dengan suaminnya dan istri yang ucapannya
kasar saat berbicara dengan suami.

Maka jika istri berperilaku durhara suami harus memberi nasihat
dengan baik kepada istrinya. Jika istri masih berperilaku durhaka
hendaknya suami berpisah ranjang dan suami juga boleh untuk
memukulnya dengan syarat tidak melukai badan istrinya.** Hal ini sesuai
dengan Firman Allah Swt (Qs. An-Nisa [4]:34:

GITUL IR Jotry ki e ﬁm W gl el B oy Ju
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“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu
beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh,
Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (Qs. An-Nisa (4): 34).

Nusyuz bukan hanya terjadi pada istri, tetapi juga bisa terjadi pada
suami, namun nusyuz nya suami Yyaitu bukan karena ia durhaka terhadap

istrinya, melainkan suami yang tidak memenuhi hak-hak seorang istri. Misalnya

*2 H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), him. 185-186.
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seperti bersikap kasar terhadap istri, mengurangi nafkahnya, meninggalkannya
dari tempat tidurnya atau meninggalkan untuk menemaninya. Maka jika ini
terjadi istri dapat melakukan perdamaian dan membicarakan kepasa suami
dengan cara baik-baik.*® Hal ini telah dijelaskan dalam fiman Allah (Qs An-Nisa
[4]: 128):

3 71 - of - (&) 1% Z, (.0 of (Zol 4 0. ?n T %o (.

L ks o olglle glx b Lokl hses Lhay 25 Sl shal Ol
P ////"‘44 36 s oh o §/5 50¢° aﬂ% o, o2 %/°,
O3lexs G ol alll O 13a259 13 Ofy DiFad) AVl cpaslails s Slallsl: o
VYA >

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduannya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka

sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs.
An-Nisa’ (4): 128)

Asy-Syafi’i mengatakan dari Ibnu al-Musayyab, bahwa putri
Muhammad bin Muslim memiliki suami yaitu Rafi’ bin Khudaji yang
membenci sesuatu hal darinya, entah karena tua atau karena lainnya, lalu ia
bermaksud menceraikannya. Putri Muhammad itu berkata: “Jangan engkau

ceraikan aku dan berikanlah giliranku sesuai kemauanmua,” lalu Allah Swt

turunkan ayat: (L>\;) 3 Bkl e 2 Sl Hl Ols)  “jika seorang istri

khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.” (Al-Hakim

meriwayatkan dalam kitab al-Mustadrak ).** Kemudian firman Allah SWT: ( >

(S e Bl of La.@.nl.s CLa’-) “maka tidak mengapa bagi keduannya

*# Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga,.......... , him. 317.

* Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir lbnu Katsir, Jilid 2, (terj: M. Abdul
Ghoffar E.M, Abu lhsan Al-Atsari), (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), him. 535.
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mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.” Dan kemudian dilanjutkan

dalam ayat: (== ’cuaJ\j) “dan perdamaian itu lebih baik. ’maksudnya ialah

lebih baik melakukan perdamaian dari pada perceraian. Dan firman AllaH Swit:

(CfiJ\ SN a8y “Walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir”. Yaitu

maksudnya perdamaian saat kekikiran lebih baik dari pada perceraian. Untuk
itu, ketika Saudah binti Zum’ah mulai tua, Rasulullah Saw berkehendak
menceraiakannya, lalu Saudah berdamai dengan beliau untuk tetap
mempertahankannya dan menyerahkannya kepada ‘Aisyah, beliau pun

menerima hal tersebut dan tetap mempertahankannya.*®

2. Fasakh

Fasakh secara etimologi yaitu membatalkan, apabila dihubungkan dengan
perkawinan artinya membatalkan perkawinan ataupun merusak perkawinan.
Secara terminologi maknanya pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan
Agama berdasarkan tuntutan istri. Maka perceraian dengan fasakh ini semacam
perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan istri.*

Fasak ini dapat dianggap sebagai imbangan dari talak. Pisahnya hubungan
suami istri karena fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak, fasakh ini
tidak dapat memustuskan hubungan istri secara langsung, karena fasakh terjadi
atas putusan seorang hakim dan putusnya hubungan perkawinan karena fasakh
tidak mengurangi bilangan talak, suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali
talak.*’Seluruh Ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena
fasakh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa

dipergunakan untuk minta fasakh, yaitu:

* 1bid, him. 534.

* Djamil Latif, Aneka Hukum Percearain Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1885), him. 63.

4" H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, .......... him. 314-315.
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a. Suami mempunyai cacat
Mayoritas ulama termasuk Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hambali
sepakat bahwa cacat yang dibolehkan contohnya seperti: suami impoten,
dipotong kemaluannya.*®
b. Suami miskin
Jika suami tidak mempunyai kesanggupan untuk memberikan
nafkah atau tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pakaian atau
tempat tinggal bagi istrinya karena miskin maka menurut Syfi’i, Maliki,
Hambali, istri boleh memfasakh perkawinannya, namun menurut Hanafi
tidak boleh memfasakh perkawinan karena suami miskin. Ibnu Qayyim
mengatakan bahwa ‘“jika istri waktu menikah mengetahui bahwa
suaminya miskin atau kaya, kemudian mendapat bencana musnah
kekayaannya, maka tidak boleh ummat yang memepunyai keimanan
yang teguh serta mengetahui bahwa betapa sakralnya hubungan
pernikahan”, seorang istri yang berbudi tidak akan sampai hatinya
meninggalkan suaminya dipembaringan dengan kesengsaraan seorang
diri untuk mencari suami yang baru yang lebih sanggup dan cukup.®
c. Suami Mafquad
Maksudnya ialah suami tidak tahu kemana perginya dan
menganggap bahwa suaminya mati. Maka dalam hal ini istri dapat minta
fasakh kepada Hakim. Namun fasakh yang disebabkan dengan suami
masfquad ini istri harus menunggu jangka waktu tertentu. Jangka waktu
ini menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali adalah empat tahun. Sedangkan
menurut Hanafi bahwa jangka waktu itu sampai suami umur 90 tahun,
namun jika dalam keadaan seperti pergi berdagang, mencari ilmu atau

diperkirakan meninggal dunia seperti terjadi kecelakaan kapal tenggelam

“B1bid, him. 64.
9 1bid, him. 65-66.
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atau dalam keadaan perang, jangka waktu yang dibutuhkan hanya empat
tahun.
d. Salah satu pihak baik dari suami atau istri murtad
Menurut hukum islam murtadnya (keluar dari agama islam) seseorang
dari suami atau istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, karena

perkawinan menjadi terfasakh disebabkan karena kemurtadan tersebut.>

3. Khulu’

Khulu’ memiliki makna yaitu tebusan atau memiliki arti bahwa khulu’
ialah memustuskan tali pernikahan dengan tebusan. Dikatakan demikian sebab
seorang istri menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang pernah dia
terima. Sedangkan dalam pandangan ulama figih adalah seorang istri yang
memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan pengganti atas
perceraiannya. Secara khususnya hal ini berkenaan dengan pemberian istri
kepada suaminya berupa semua harta yang dahulu pernah diberikan suami
kepadanya.® Beberapa Fugahah tidak membolehkan khulu’ yang mana
berdasarkan Al-qur’an dalam (Qs. Al-Bagarah [2]: 229):

r‘_“ 4 F

..... L; \j.)o-b d\ V_{J Jﬁ Yj 9 C)jw.a j\ Jjjxﬁ JL‘MAL& QM

5 ] .

%6 & sy g e 35 O i\.U\ 5308 g VI DOE O Oy) B 2ap
."’f 4 cota B g o, . C Loteon % s Y I CE o -9 o (. of- <3
:J_;Jjb aJJl 3545 A Al Agdaad M alJl CPNESRO I Ly RENCEIR T LN;.J.; ’C\.o-
(VY4 )ozalk 14

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan
dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya
(suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika
kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-
hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan

%0 Ibid, him. 68-69.
*! Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Jilid 4..........., hlm. 78-79.
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(oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka
itulah orang-orang zalim”. (Qs. Al-Bagarah [2]: 229).

Dalam sepenggal ayat diatas Allah Berfirman: ( G 154G of =324 Vs

k] uij-iis\) “tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah

kamu berikan kepada mereka.” Maksudnya yaitu kalian tidak boleh
menyusahkan dan mempersulit mereka (wanita) dengan tujuan supaya mereka

menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka sebagian atau

seluruhnya.” Sebagaimana Firman Allah Swt: ( & oA \;Lavu ui}tu.a N

‘3!\ EALENS) “Dan janganlah kalian menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan
kepada mereka, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”

(Qs. An-Nisa: 19). Namun apabila seorang istri memberikan sesuatu dengan

ketulusan hatinya, maka hal itu dibolehkan, sebagaimana Firman Allah Swt: ( ol

PR 42 _ %% a° -, /nﬂ//o P N 99
G Lk 36 Ll & cod 2 380 (3b) “Kemudian jika mereka menyerahkan

kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
(Qs. An-Nisa: 4).

Tetapi jika suami istri saling berselisih, dimana si istri tidak melaksanakan
hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya,
maka ia (istri) dapat memberikan tebusan kepada suaminnya atas apa yang

pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk

%2 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir lbnu Katsir, Jilid 1, (terj: M. Abdul
Ghoffar E.M, Abu lhsan Al-Atsari), (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), him. 576.
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mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa bagi suami untuk

menerima tebusan dari istrinya. >

4. Li’an

Li’an berasal dari kata al-/a’n, yaitu seorang suami istri yang melakukan
muald’anah (saling melaknat). Jika suami menuduh seorang istri melakukan
zina tetapi istrinya tidak mengakuinya dan suami tidak mau menarik tuduhanya,
maka Allah Swt memperbolehkan mereka melakukan /i ‘an. Jadi Allah Swt akan
melaknat terhadap pasangan suami istri yang saling melaknat, hal ini terdapat
dalam Qs An-Nur [24]:6-7:

? ~ &
% 2.0 o

SIORV Bl peast B3lgas Lgnail o) 1 r‘* JQ; g 15l O3 i

(V) G 20 B8 3 w2l ol 2330 3 Aty () Giaalalt ) ©

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-
masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. “Dan (sumpah) yang
kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang
berdusta”. (Qs. An-Nur [24]:6-7)

Dapat dipahami disini bahwa jika suami menuduh istri berzina maka
harus bersumpah sebanyak empat kali dengan mengatakan dia benar dan untuk
sumpah yang kelima dia berhak mendapatkan laknat dari Allah Swt jika yang
dituduhkan itu salah. Sedangkan istri yang menyangkal tuduhan tersebut juga
bersumpah sebanyak empat kali bahwa ucapan suaminnya itu adalaha dusta,
untuk sumpah yang kelima dia dapat mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan
laknat Allah Swt jika tuduhan suaminya benar. Begitu pun sebaliknya jika istri

menuduh suaminya melakukan zina.**

53 Ibid, him. 576.
% Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, ...... ... him. 158,
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5. 1la’
Makna iilaa’ secara syariat menurut mazhab Hanafi adalah sumpah

dengan menyebut nama Allah Swt, dengan nazar ataupun dengan ta’liq talak
untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu. Sedangkan mazhab Maliki
mengartikan iilaa’ yaitu sumpah suami muslim yang telah akil baligh, yang
mana dapat melakukan persetubuan dengan suatu masalah yang menunjukkan
ketidakmauan suaminya untuk menyetubui dalam jangka waktu lebih dari empat
bulan. Orang tua yang sudah jompo dan perempuan yang sedang menyusui tidak
bisa melakukan iilaa. Mazhab Hambali mendefinisikan iilaa’ sebagai sumpah
seorang suami yang dapat melakukan persetubuhan, dengan nama Allah Swt
atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk meninggalkan persetubuhan kepada
istrinya yang dapat disetubuhi.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan iilla’ sebagai sumpah suami yang sah
talaknya untuk sama sekali tidak menyetubuhi istrinya. Atau dalam masa lebih
dari empat bulan. Dalam pendapat yang baru, sumpah ini dilakukan dengan
menyebut nama Allah, dengan menyebut salah satu sifat-Nya, atau dengan
sumpah untuk menjatuhkan talak. Misalnya, "Jika aku setubuhi kamu, maka
kamu atau madu kamu tertalak”. Karena ini adalah sumpah yang dengan
pelanggarannya membuat dia harus mengeluarkan hak, maka sah untuk
dilakukan iilaa. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab Maliki. Tidak sah
iilaa’ yang dilakukan oleh anak kecil, orang gilak, orang yang dikebiri dan
orang yang impoten. Meskipun talak yang dilakukan sah, namun iilaa’ nya tidak
sah, karena tidak terwujudnya tujuan untuk menyakiti dengan cara tidak

melakukan persetubuhan.®®

6. Zihar
Definisi zhihar secara syariat adalah seorang laki-laki menyamakan

istrinya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi seperti menyamakan

*® Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu.........., hlm. 464.



31

istrinya dengan ibunya sendiri. Misalnya seorang suami berkata kepada si istri,
"Bagiku kamu bagaikan ibuku atau saudara perempuanku”. Ulama mazhab
termasuk Hanafi, Hambali dan Maliki memiliki pendapat yang sama dengan
mazhab Syafi'i, mereka hanya membolehkan zhihar yang dilakukan oleh orang
kafir,*®

Zhihar merupakan sesutau yang diharamkan berdasarkan firman Allah
Swt, Dalam Qs. Al-Mujaadilah: 2:

(¥) 33 3l alh Byg Digig Sy o2 o<

“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya
sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. lbu-ibu mereka
hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-
benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan
sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. (Qs- Mujadilah: 2)

Dalam Firman Allah: (V“L‘“’ o V'i“‘ Z)jjg-liaf :;-i-,ﬁ\) “orang-orang yang

menzhihar istrinya diantara kamu,” hal ini merupakan asal kata zhihar, yaitu
Azh-Zhahru yang berarti punggung. Jika salah seorang dari orang-orang
Jahiliyyah dulu menzhihar istrinya, maka ia akan mengatakan: “kamu bagiku
seperti ibuku.” Dan menurut istilah syariat zhihar ini dinisbatkan kepada seluruh
anggota badan, sebagai qiyas kepada punggung. Hukum zhihar pada masa
Zahiliyyah berkedudukan sebagai talak. Kemudian Allah Swt memberikan
keringanan untuk umat Muhammad ini dengan memberlakukan kaffarat

padanya dan tidak dikategorikan sebagai talak, sebagaimana yang menjadi

% 1bid, him. 506-507.
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sandaran mereka pada masa Jahiliyyah, hal tersebut dikemukkkan oleh sebagian

ulama salaf.®”’

7. Syigaq

Secara bahasa Syigaq yaitu perselisihan/pertengkaran, sedangkan secara
istilah fikih Syigaq adalah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan
oleh dua orang hakam, baik seorang hakam dari pihak suami ataupun dari pihak
istri. Yang mana pertengkaran ini tidak dapat diselesaikan sediri oleh
keduannya. Dasar hukum menggunakan hakam dalam Syigaq yaitu Firman
Allah Swt (Qs An-Nisa [4]: 35):

<
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“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduannya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. An-Nisa: [4]: 35).

Namun apabila hakam dari pihak suami istri tidak dapat memberikan
keputusan dalam perkara Syigaq ini, maka Pengadilan dapat memberikan
putusan tersebut. Karena hal tersebut menghindari suatu masalah atau kesulitan
yang mungkin saja dapat berlarut-larut dan semakin memperburuk keadaan jika

menunda dalam memberikan keputusan tersebut.*

5 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 9, (terj: M. Abdul
Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), him. 407.

% H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, ... ... ... HIm. 188-189.
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D. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Positif (Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa
perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian yaitu hubungan
perkawinan putus karena ditinggal mati oleh salah satu pihak, ini terjadi
secara alamiah, bukan karena terdapatnya alasan-alasan dari perceraian
seperti pertengkaran, zina, kdrt dan lainnya. Dan karena tidak lagi
memenuhi hak serta kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 8 dijelaskan yaitu putusnya perkawinan selain karena cerai mati
hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat cerai dalam bentuk putusan
Pengadilan Agama, baik dalam bentuk putusan cerai seperti Khulu, ikrar
talak atau taklik talak.*
b. Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian ini maksudnya ialah
terjadi apabila salah satu pihak mengajukan gugatan, baik suami yang
mengugat istri yang disebut dengan cerai talak ataupun istri yang
mengugat suami yang disebut cerai gugat. Perceraian anatar suami istri
tersebut dianggap putus dan sah secara hukum apabila telah diajukan ke
Pengadilan Agama.®®
c. Atas putusan Pengadilan
Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan ini dapat terjadi

apabila salah satu pihak meminta kepada Pengadilan untuk memutuskan

% llham Hadi, Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati, Diakses melalui:
https://hukumonline.com , pada senin 12 juni 2023.

% pengadilan Agama Surakarta, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Diakses
melalui https://pa-surakarta.go .id ,pada tanggal 12 juni 2023.
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hubungan suami istri tersebut. Misalnya seperti pihak suami yang sudah
lama meninggalkan istrinya tanpa ada kabar dan tanpa memenuhi hak
dan kewajiban istri, lalu istri meminta Pengadilan memutuskan atau
membebaskan dari hubungan perkawinan tersebut. ®

Sebuah perkawinan dapat putus karena sebab-sebab tertentu, namun

sebab-sebab tersebut dalam Umdang-undang Perkawinan memang tidak diatur

secara mendetail. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Selanjutnya dijelaskan dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , disebutkan beberapa

alasan-alasan perceraian yaitu:

a.

Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi dan lainnya
yang sulit untuk disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas

Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lainnya

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri
Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisinan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukum lagi dalam

rumah tangga.®

%1 Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:

Gama Media, 2017), him. 103-104.

%2 Thomas Chandra, Alasan Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan KHI, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” dan Universitas Katolik
Parahyangan, 2004, him. 5.
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Selain alasan tersebut terdapat alasan tambahan dalam Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam, yaitu:

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lainnya yang susah untuk disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas
Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan

Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit sehingga dapat
dapat menjalankan kewajibannya sebagau suami atau istri

Terus terjadi perselisinan antara suami istri sehingga tidak ada
harapan untuk hidup rukun

Suami melanggar taklik talak

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tanggal.®

Jadi perceraian dapat terjadi harus dengan alasan yang dibenarkan oleh

Hukum terutama dalam pengadilan, seperti alasan-alasan yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam KHI diatas, apakah

perceraian tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Hal ini tentunya

menjadi penting agar suami atau istri tidak dengan mudah berfikir untuk

bercerai. Apalagi jika melakukan perceraian tidak dengan alasan yang cukup,

maka harus difikirkan dengan matang untuk melakukan perceraian tersebut.

Karena jika tidak didasari pada alasan yang tepat Pengadilan tidak akan

mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang

diajukan seseorang. Namun perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan

%% Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Dikrektorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, him. 57-

58.



36

sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat
hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.®*

Pandangan Hakim dalam menanggapi alasan-alasan perceraian dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo
dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Noor 9 Tahun
1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi dan lainnya

yang susah untuk di sembuhkan

Zina dapat menjadi salah satu sebab perceraian karena zina adalah
bentuk penyaluran biologis yang dilarang dalam agama islam dan termasuk
perbuatan yang haram dimana pelakunya akan mendapat siksa, Allah SWT akan
mengampuninya setelah bertaubat dengan taubat nashuha. Maka sekali saja
berbuat zina cukup menjadi alasan perceraian, karena akibat buruk yang
ditimbulkan dari berbuat zina sangat besar. Kata “zina” tidak didahulukan
dengan kata “pe”, maka hal ini menunjukkan bahwa walaupun dilakukan hanya
sekali berbuat zina sudah cukup dapat dijadikan alasan percerian.®®

Berbeda halnya dengan pemabuk, pemandat, penjudi yang didahulukan
dengan kata “pe”. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang
dilakukan secara berulang-ulang, maka perbuatan mabuk, mandat dan judi yang
baru satu kali dilakukan belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena
perbuatan tersebut sering dilakukan terhadap seseorang disebutlah dengan
pemabuk, pemandat, penjudi. Mengenai kalimat: dan lain sebagaimanya yang
sukar disembuhkan . maksudnya ialah hakim diberi kebebasan untuk membuat
penilaian tentang hal lainnya yang dapat dijadikan alasan perceraian selain yang

telah dijelaskan diatas yaitu diluar alasan menjadi pemabuk, pemadat dan

% Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian,.......... him. 176.

% Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 Juni 2023.
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penjudi. Maka jika ada hal yang dimungkinkan untuk menjadi alasan perceraian
yang tidak kalah kejinya dengan berbuat zina seperti liwath, oral seks dan lain
sebagainya, semua perbuatan diatas menurut penulis juga dapat dijadikan alasan
perceraian, karena tingkat kekejiannya sama dengan berbuat zina, tetapi khusus
untuk perluasan alasan diatas tidak perlu dilakukan berulang-ulang atau sering
tetapi dengan sekali saja perbuatan tersebut dilakukan sudah cukup untuk dapat
dijadikan alasan perceraian.®®
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa seizin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas
Masalah diatas memberikan isyarat adanya kebebasan hakim untuk
memberikan interpretasinya, bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan
terpaksa yang berada diluar kemampuan untuk menolak keadaan tersebut dapat
juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat diatas sekurang-kurangnya dua
tahun dan berturut-turut. Contohnya seperti salah satu pihak yaitu suami menjadi
tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pada awalnya rutin memberi
kabar tentang dirinya kepada istrinya, tetapi beberapa bulan terakhir tidak lagi
ada kabar seperti biasanya, yang mungkin akses disana sengaja di putus oleh
majikannya dengan cara ia disekap dan ditempatkan pada kamar khusus yang
orang ain tidak tahu sehingga ia tidak dapat memberi kabar sebagaimana pada
awal ia bekerja, maka dalam hal ini ia meninggalkan pihak lain disebabkan
sesuatu hal yang berada diluar kemampuannya. Alasan lainnya misalkan seperti
suami izin pergi berdagang, namun beberapa bulan kemudian suami tidak ada
kabar sama sekali dan tidak kembali kerumah dalam jangka waktu yag cukup

lama, maka hal ini dapat menjadi suatu alasan perceraian®’

% Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
Melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

%7 Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 Juni 2023.
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3. Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
Salah satu pihak suami atau istri mendapat vonis hukuman penjara 5
tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka
memungkinkan salah satu pihak menjadikan hal tersebut sebagai alasan
perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau
lebih tersebut. Kemudian diakhiri dengan kalimat setelah perkawinan
berlangsung maksudnya ialah bahwa hukuman penjara selama lima tahun atau
lebih tersebut sekalipun suami istri masih pengantin baru dan hukuman belum
dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi putusan dari Pengadilan yang
memutuskan vonis tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan perceraian

yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan.®®

4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan

Mengenai alasan ini hakim dapat memberikan penilaian apakah suatu
perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak termasuk katagori
membahayakan pihak lain atau tidak. Maksud dari penganiayaan disini adalah
perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau
luka. Maka sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menganalisa suatu kasus
layak untuk menggunakan dalil giyas agar suatu kekejaman atau penganiayaan
berat lainnya yang membahayakan terhadap salah satu pihak yang di hubungkan
dengan sakit hati (psikis ) contohnya seperti ejekan, hinaan, caci maki yang
sangat Kketerlaluan meskipun hal tersebut sulit untuk dibuktikan, akan tetapi
mengakibatkan seoseorang dapat tertekan hatinya hingga mengalami stress,
maka hal-hal yang demikian ini patut dikatagorikan sebagai penganiayaan berat

% Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 Juni 2023.



39

yang membahayakan pihak yang lain sebab stress berat dapat mengakibatkan
kematian.®®

Tentang sakit fisik yang berat, seperti menendang, memukul , menusuk
dengan senjata tajam yang menyebabkan luka parah , menyulut badan dengan
api atau menjerat dengan tali yang menyebabkan pihak lain tidak berdaya,
sehingga menimbulkan rasa sakit berat sekalipun tidak menyebabkan luka.
Maka untuk mengukur dan menilai apakah perbuatan salah satu pihak itu
membahayakan pihak lain atau tidak, yang diserahkan sepenuhnya kepada
pertimbangan hakim. Alasan perceraian yang dijelaskan diatas hanya sebagai
alat bantu yang harus berakhir pada ketidak adanya harapan untuk rukun dalam

rumah tangga.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau istri

Maksud kalimat diatas yaitu apabila cacat badan atau penyakit tersebut
sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau istri baru dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Disini juga tersirat
bahwa penyakit bisa berupa penyakit jasmani dan rohani (penyakit fisik dan
mental ) yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami
atau istri. Seorang suami sehat jasmani tetapi punya kebiasaan buruk seperti
malas bekerja atau sifat buruk lainnya yang mengakibatkan beban pekerjaan
beralih kepada istrinya, ia mengandalkan penghasilan dari istrinya, sehingga
suami tidak sedikitpun menghidupi istri untuk memberi nafkah kepadanya,
sehingga kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri tidak terlaksana , maka

malas dalam hal ini masuk katagori penyakit rohani yang membawa akibat tidak

% Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada tanggal 17 Juni 2023.
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dapat menjalankan kewajiban sebagai suami. Demikian juga jika akhlak istri
sangat buruk yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai
seorang istri untuk berbakti lahir batin terhadap suaminya, maka hal demikian
juga layak dikatagorikan sebagai penyakit rohani , karenanya dapat dijadikan
sebagai alasan perceraian.”

Adapun tentang salah satu pihak mendapat cacat badan , seperti suami
atau istri yang mengalami kecelakaan sehingga salah satu tangan atau
kakinya mengharuskan diamputasi sehingga menjadi cacat dan dengan
diamputasi tersebut berakibat suami atau istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau istri, maka dapat diajadikan sebagai alasan
perceraian. Demikian juga termasuk penyakit berat lainnya atau gangguan
fungsi alat kelamin, seperti inpotensi, stroke, gila, lumpuh, pendarahan terus
menerus, kanker rahim, atau akibat de generative yang akut sehingga ginjal,
jantung, dan sebagainya tidak berfungsi normal yang berakibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri maka dapat dijadikan

sebagai alasan perceraian.’

6. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Dipisahkannya kata perselisinan dan pertengkaran dalam alasan perceraian
diatas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa
Indonesia , perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih

dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus, sedangkan

™ Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
Melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 juni 2023.
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pertengkaran adalah percekcokan, perdebatan yang menunjukkan bahwa
perselisihan berbeda dengan pertengkaran .”®

Oleh karena itu dalam kalimat “ terus menerus “ maka pengertian
maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan
pertengkaran suami istri dikatagorikan terus menerus atau tidak dan apakah
masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak. Semua diserahkan kepada
penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu. Adanya
ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah
dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian
akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.
Sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami istri untuk

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan dari perceraian.”

7. Suami melanggar taklik talak

Tentang suami yang melanggar taklik talak , disini penulis mengutip
pendapat Abdul Manan dalam Menimbah Hukum Nomor 23 /VI1/1995 pada
pokoknya adalah : Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai
pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak
yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa
yang akan datang (Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam). Adapun sighat
taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut :
“Sesudah akad nikah saya...... bin...... berjanji dengan sesungguh hati , bahwa

saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya

™ Typoonline.com, Definisi Atau Arti Perselisihan dan Pertengkaran Berdasarkan
KBBI, Diakses Melalui: https://typoonline.com/kbbi/perselisihan, pada Tanggal 19 Juni 2023.
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pergauli istri saya bernama........ binti.....dengan baik ( mu’asyarah bil ma’ruf’)
menurut ajaran syari’at agama Islam”.”

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai
berikut, Sewaktu-waktu saya : Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun
berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan
lamanya, atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu, atau saya
membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.
Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan
Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut,
dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebagai
‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada
Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang
‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan

Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.”

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga
Alasan perceraian diatas maksudnya yaitu suami atau istri yang sudah
murtad tetapi tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah
tangga dan rumah tangganya masih layak dipertahankan, maka hal itu tidak
dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena masih rukun. Pemahaman
selanjutnya bahwa murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah murtad
yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena
itu jika ketentuan diatas terjadi maka akan timbul konsekuensi hukum yaitu :

bahwa suami atau istri yang beragama Islam boleh hidup dalam ikatan

> Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 Juni 2023.
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perkawinan sebagai suami istri, dengan suami atau istrinya yang murtad, jika
rumah tangga mereka masih rukun dan bahwa suami atau istri yang beragama
Islam boleh hidup dalam ikatan perkawinan disaat mereka sama-sama murtad,
karena mereka masih rukun.”’

Namun berdasarkan Hukum islam ini sangat berbeda, dalam Islam sangat
menekankan adanya larangan peria Islam kawin dengan wanita yang tidak
beragama Islam atau sebaliknya wanita yang beragama Islam dilarang kawin
dengan pria yang tidak beragama Islam. Jadi penulis berpendapat bahwa kalau
salah satu dari suami atau istri murtad, maka tidak perlu lagi menunggu sampai
rumah tangganya rukun atau tidak, karena pengakuan suami atau istri yang
murtad sudah cukup menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka
hakim harus mengabulkan gugatan perceraian atas alasan peralihan murtadnya

antara suami atau istri tersebut.’®

"7 Sudono, Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian, Diakses
melalui: https://www.pa-blitar.go.id. Pada Tanggal 17 Juni 2023.
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BAB TIGA
ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR’IYAH IDI DAN LHOKSEUMAWE
A. Perbandingan Antara Figh dengan Hukum Positif Tentang Sebab-sebab
Perceraian

Dalam hukum Islam terdapat 7 sebab-sebab perceraian, termasuk:
Nuzyus, fasakh, khulu’, li’an, I’la, zihar dan syigaq. Dalam Pasal 38 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat tiga sebab, yaitu: kematian, akibat
perceraian dan akibat putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo, selanjutnya dijelaskan
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: salah satu
pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang sulit disembuhkan, salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu
pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan, salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dan antara suami istri terus berselisih dan bertengkar secara terus
menerus. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 terdapat
penambahan 2 point dari pasal sebelumnya, yaitu: suami melanggar taklik talak
dan murtadnya salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.

Dalam hukum islam terdapat sebab perceraian karena Nuzyus’, hal ini
merupakan perbuatan istri yang membangkang atau durhaka terhadap suaminya,
walaupun beberapa pendapat mengatakan bahwa nuzyus ini dapat terjadi juga
karena suami, namun nuzyusnya suami ini bukan karena ia durhaka terhadap
istrinya, melainkan karena tidak memenuhi hak-hak seorang istri. Nuzyusnya
suami terdapat dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 128, maknanya ialah jika istri
khawatir suaminya berpaling maka istri boleh mengurangi seluruh atau sebagian
haknya seperti nafkah, pakaian atau waktu bermalamnya. Namun Allah

memerintahkan untuk melakukan perdamaian, karena perdamaian lebih baik
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dari perceraian. Jadi jika suami berperilaku nusyuz maka istri harus
mempertahankan hubungan pernikahan tersebut. Nuzyusnya istri terdapat dalam
Qs. An-Nisa (4) ayat 34 yang maknanya ialah jika seorang suami khawatir
istrinya nuzyus maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat
tidurnya, jika hal tersebut tetap membuat istri melakukan nusyuz maka pukulah
mereka dengan tidak melakui atau meninggalkan bekas.” Dalam Kompilasi
Hukum Islam nusyuz terdapat dalam Pasal 84 yaitu istri yang dapat dianggap
nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu: kewajiban utama bagi seorang istri
ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya yang dibenarkan oleh hukum.®
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Al-qur’an nusyuz dapat dilakukan oleh
pihak suami dan istri. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam hanya
mengatur nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri saja.

Terdapat juga sebab perceraian karena fasakh yaitu putusnya perkawinan
berdasarkan putusan hakim atas tuntutan seorang istri dengan disertai beberapa
alasan seperti suami mempunyai cacat badan, suami mafquad (seorang istri yang
tidak tahu kemana perginya dan menganggap bahwa suaminya mati dan salah
satu pihak murtad).®* Penulis berpendapat bahwa sebab perceraian karena fasakh
mencakupi sebab-sebeb percaraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan KHI, yang mana terhadap beberapa point didalamnya, didalam point
(b) dijelaskan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas.
Sehingga dapat penulis simpulkan yang membedakannya terdapat pada jangka
waktunya, pada fasakh jangka waktu yang ditentukan itu  berdasarkan

pandangan Maliki, Syafi’i dan Hambali adalah empat tahun, sedangkan menurut

™ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, ... ... ..., him. 16.

8 M. Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam
Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, Jurnal
Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol 15, No 1, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim), 2020, him. 45-46.
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Hanafi jangka waktu itu sampai suami umur 90 tahun atau sang istri yang
menganggap suaminya telah mati, baru hakim dapat memutuskan perkawinan,
sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI jangka
waktu yang ditentukan yaitu dua tahun berturut-turut, disini penulis dapat
memahami bahwa untuk jangka waktu tersebut hakim juga tidak dapat
memutuskan secara langsung perkawinannya, tetap harus merujuk pada
permasalahan bahwa dalam ruamah tangga tersebut tidak ada lagi harapan untuk
hidup rukun.

Selanjutnya pada point (d) dijelaskan bahwa salah satu pihak terdapat
cacat badan dan penyakit. Dalam fasakh hanya dijelaskan bahwa cacat badan
tersebut hanya terdapat pada suami, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI dijelaskan bahwa cacat badan tersebut dapat
terjadi pada suami istri yang mana tidak dapat lagi menjelankan kewajibannya
sebagai suami istri. Ketentuan yang terdapat pada fasakh hanya dapat dilakukan
oleh tuntutan seorang istri, baru pihak pengadilan dapat memberikan keputusan.
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI salah
satu pihak baik suami istri dapat memutuskan perkawinan apabila terdapat
sebab-sebab yang telah disebutkan diatas. Sehingga kedua belah pihak dapat
memberikan tuntutan kepada pihak lain jika terdapat dan terbukti adanya sebab-
sebab yang telah di jelaskan diatas.

Pada point (h) dijelaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang
menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Alasan
perceraian karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ini dapat
dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga. Disini dapat penulis pahami bahwa hal tersebut yang
membedakan alasan perceraian murtad dalam fasakh, karena dalam hukum
islam jika salah satu pihak baik suami atau istri murtad maka perkawinan
mereka menjadi terfasakh (batal) secara langsung. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam murtad (peralihan agama) dapat menjadi
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alasan perceraian jika menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, tetapi
jika murtad tersebut tetap membuat rukun rumah tangga hal tersebut tidak bisa
dijadikan alasan perceraian.

Selanjutnya terdapat Li’an, menurut hukum islam yaitu sumpah suami
yang menuduh istrinya berzina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat
orang saksi dan begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 126 yaitu li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina
dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya
sedangkan istri menolak tuduhan tersebut. Terhadap pelaksanaan li’an baik
dalam hukum islam dan hukum positif dapat dikatakan sah apabila dilakukan
didalam Pengadilan Agama di depan Hakim. Terdapat perbedaan mengenai
akibat dari terjadinya Li’an, dalam hukum islam suami istri itu dipisahkan untuk
selama-lamanya dan anak dinasabkan kepada ayahnya, jika ibu
mengizinkannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 162
dijelaskan bahwa apabila Li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk
selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan
suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.®” Namun kembali lagi pada
tuduhan tersebut. Jika tuduhan tersebut benar dan terbukti, maka keputusan yang
telah dijelaskan diatas dapat dilakukan.

Terkait sebab perceraian karena syigaq yang memiliki pengertian sama
dengan perselisihan dan pertengkaran, disini penulis berpendapat bahwa ada
beberapa perbedaan terhadap keduannya. Syigag memiliki arti yaitu
pertengkaran yang mana suatu kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun,
yang lebih mendalam kepada pertengkaran yang mengandung unsur dharar
(bahaya), maka diperlukan hakam untuk memperbaiki rumah tangga tersebut
atau dapat dikatakan bahwa syigaq ini merupakan puncaknya perselisihan

diantara suami istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan kemudharatan

82 Onesearch.id, Li’an dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi
Komparatif), diakses melalui: https://onesearch.id, pada tanggal 8 Juli 2023.



48

apabila perkawinan mereka diteruskan.®® Sedangkan mengenai sebab perceraian
dalam kompilasi hukum islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkatan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
dalam rumah tangga. Dipisahkannya kata perselisinan dan pertengkaran yang
menunjukkan bahwa antara perselisinan dan pertengkaran tersebut memiliki
perbedaan. Perselisihan adalah persengketaan yang harus di putuskan terlebih
dahulu sebelum masalah pokok dapat diadili dan diputuskan. Sedangkan

pertengkaran adalah percecokan dan perdebatan.®*

Dengan kalimat terus menerus disini pengembangan maknanya
diserahkan kepada hakim untuk menilainnya. Apakah dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut dapat dikatakan terus menerus atau tidak, dari perselisihan
dan pertengkaran tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak.
Hal tersebut diserahkan kepada hakim. Sehingga perbedaanya yaitu dalam
hukum islam syigaq tersebut terdapat unsur dhahar (bahaya) dari percekcokan
dan perselisihan yang terjadi, yang bahkan sampai adanya tindakan kekerasan
atau pemukulan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi dapat diputuskan apabila telah terjadi secara terus

menerus dan tidak dapat lagi untuk hidup rukun antara suami istri tersebut.

B. Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah

Syar’iyah Lhokseumawe

a. Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Idi (Aceh Timur)
Data sebab-sebab perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Idi (Aceh Timur):*

8 Eko Yunianto, Urgensi Pengangkatan Hakim Pada Perkara Perceraian Dengan
Alasan Syigag,2020, diakses melalui: https://pa-pasarwajo.go.id, Pada Tanggal 9 juni 2023.

8 Typoonline.com, Definisi Atau Arti Kata Pertengkaran dan Perselisihan, Diakses
melalui: https://typoonline.Com/kbbi/perselisihan, pada tanggal 19 Juni 2023.

% Data diambil dari Mahkamah Syar’iyah Idi (Aceh Timur) oleh Panitera Muda Jamhur
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Zina - - - -
Mabuk - - - -
Madat (pecandu) - 6 7 13
Judi - - 1 1
Meninggal salah satu pihak 22 27 54 103
Dihukum penjara 12 11 7 30
Poligami - 1 5 6
KDRT 19 6 5 30
Cacat badan - 1 - 1
Perselisihan/pertengkaran 5 K} T/ 78 685
secara terus menerus
Ekonomi 63 13 79 155

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian di Mahkamah

Syar’iyah Idi tidak Stabil, pada tahun 2021 kasus perceraian mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada 2020 kasus perceraian mencapai 121

perkara, pada tahun 2021 terdapat 442 perkara, sedangkan pada tahun 2022

mengalami penurunan dengan perkara mencapai 236 perkara.
Di

Data

Lhoksemawe:®®

sebab-sebab  perceraian

Mahkamah Syar’iyah kota

| SEBABPERCERAIAN. 72020

e S |

Zina 1
Mabuk - - 1 1
Madat (pecandu) - - 1 1

8 Data diambil dari Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe oleh Panitera Muda Munazir
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Judi 3 5 2 10

Meninggalkan salah satu pihak 122 97 44 263
Dihukum Penjara 11 3 5 19
Poligami - - 1 1

KDRT 9 10 21 40

Cacat Badan - - - -

Perselisihan/pertengkaran secara | 131 140 159 430
terus menerus
Ekonomi 52 34 55 141

| ugFnkessheriy LPIAR SR % [N®

Berbeda halnya pada mahkamah Syar’iyah Lhoksemawe, kasus perceraian

mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 dengan jumlah perkara 329, pada
tahun 2021 290 perkara dan pada tahun 2022 mencapai 289 perkara.

C. Analisis Sebab-Sebab Perceraian Yang Paling Dominan Terhadap
Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe

a. Analisi sebab perceraian yang paling dominan terhadap putusan
Mahkamah Syar’iyah Idi

Berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh tentang kasus perceraian di
Mahkamah Syar’iyah idi (Aceh Timur) sebab perceraian yang paling dominan
yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini
disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung seperti faktor ekonomi.
Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan semata-mata menjadi salah
satu sebab perceraian yang dapat memutuskan hubungan pernikahan, yang mana
harus juga disertai sebab-sebab lainnya yang dapat mendukung. Sehingga disini
hakim dapat mengabulkan perkara tersebut. Merujuk pada Putusan Nomor.
534/Pdt.G/2022/Ms. Idi dapat dilihat duduk perkara yang terjadi yaitu adanya
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perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga
penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan
suami (tergugat) untuk kebutuhan sehari-sehari dan adannya perselingkuhan,
yang mana ketika penggugat menanyakan hal tersebut tergugat marah-marah
bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu Panitera Muda Mahkamah
Syar’iyah Idi Jamhur, dalam memutuskan perceraian hakim juga melihat adanya
fakata-fakta yang dapat menunjukkkan suatu kondisi rumah tangga yang sudah
pecah (Broken Marrieage). Selanjutnya, Jamhur juga menjelaskan bahwasannya
hakim dapat mengabulkan perceraian apabila terbukti secara nyata suami istri
tersebut berselisih dan bertengkar atau telah pisah tempat tinggal selama
minimal 6 bulan lamanya. Sehingga hakim tidak dapat memutuskan perceraian
tanpa adanya indikator diatas. Jadi dalam memutuskan perkara hakim juga
merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Pengadilan.

Berdasarkan analisis penulis terkait putusan Nomor.534/Pdt.G/2022/Ms.
Idi, alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan yang
diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut berasalasan dan tidak
melawan hukum, serta tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap
ke persidangan, namun tidak hadir dengan beralasan yang tidak sah, maka
berdasarkan Pasal 149R.Bg Ayat (1) gugatan tersebut patut untuk dikabulkan
dengan Verstek sehingga dikabulkannya gugatan tersebut oleh Majelis Hakim
dengan alasan talak satu (bain shugrah) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 199 Ayat (2) Huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.
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Mengenai duduk perkara yang terjadi pada putusan Nomor.
534/Pdt.G/2022/Ms.Idi, dalam hal ini bahwa sebab-sebab perceraian yang
ditangani di Mahkamah Syar’iyah Idi sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa
jika terjadi syiqgaq (perselisihan) yang memiliki unsur dharar (bahaya) maka
tidak melanggar hukum islam jika perceraian dilakukan, karena perceraian
tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya bahaya yang lebih besar jika
pernikahan tetap di pertahankan. Maka ketentuan dalam hukum Islam jika
syiqaq terjadi, masing-masing dari suami maupun istri haruslah memiliki
Hakam untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Ketentuan
Hakam tersebut terdapat pada surah An-nisa ayat 35 yang artinya: “dan jika
kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduannya, maka kirimlah seorang
hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal”. Dengan adanya Hakam bertujuan agar perkawinan tidak
putus, namun kembali lagi bahwa jika pihak suami maupun istri tidak ingin
berdamai dan upaya-upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut gagal,
maka penyelesaiannya tetap pada perceraian.

b. Analisis sebab-sebab Perceraian Yang Paling Dominan Terhadap
Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh tentang kasus perceraian di
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebab perceraian yang paling dominan
yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini
disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung seperti salah satu pihak
meninggalkan pihak lain, seperti halnya dalam perkara cerai talak Nomor.
322/Pdt.G/2019/Ms. Lsm. Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang
disebabkan oleh termohon (istri) pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa

izin dari pemohon (suami), dengan alasan pergi keluar daerah untuk bekerja.
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Namun, termohon pergi keluar daerah bukan hanya untuk sekadar bekerja
melainkan juga bertemu dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang
bukan keluarganya (selingkuhan), yang diketahui oleh pemohon setelah
termohon mengalami kecelakaan. Dikarenakan Pemohon merasa dikhianati dan
tidak dihargai olen Termohon maka Pemohon mengucapkan talak 3 (tiga)
kepada Termohon. Sehingga hakim mengabulkan Permohonan perceraian
dengan alasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Mahkamah
Syar’iyah Lhoksemawe Surya Darma, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam
memutuskan perkara tersebut dapat dilihat dari keterangan beberapa orang saksi
dan dapat juga dilihat dari fakta hukum perkara tersebut bahwa antara pemohon
dan termohon sering terjadi salah paham yang mementingkan ego masing-
masing, sehingga sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak dapat disatukan
lagi dalam ikatan pernikahan.

Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor.
322/Pdt. G/2019/Ms.Lsm, didasarkan pada fakta hukum bahwa perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan
Pemohon tidak dapat mengontrol emosinya sehingga mengucapkan talak
terhadap Termohon. Antara keduannya telah pisah rumah dan sudah tidak lagi
menjalankan hak serta kewajibannya sebagai sepasang suami istri, hal tersebut
juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukum dalam rumah
tangga, dan upaya mediasi yang dilakukan dalam persidangan tidak berhasil
menjadi salah satu alasan pendukung perceraian tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum majelis Hakim
menimbang bahwa dari alasan perceraian diatas dapat dikualifikasikan kedalam
Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam. Dari Perceraian Pemohon yang akan dijatuhkan terhadap
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termohon adalah untuk pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu ra; i.

Mengenai ketentuan dalam hukum islam pada putusan Nomor. 322/Pdt.
G/2019/Ms.Lsm, dalam hal ini bahwa sebab-sebab perceraian yang ditangani di
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ini sudah sesuai dengan hukum islam.
Merujuk pada duduk perkara yang terjadi yaitu suami yang mengucapkan talak
tiga kepada istrinya maka talak tersebut sah. Karena mayoritas ulama
berpendapat bahwa kemarahan yang tidak sampai berakibat pada hilangnya
kesadaran seseorang, maka ketika dia mengucapkan talak, talak tersebut jatuh.
Hal ini berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Nabi Saw,
beliau bersabda: “setiap talak yang dijatuhkan suami adalah sah, kecuali talak
suami yang tertutup akalnya”. Maka dari itu ucapan talak yang terdapat pada
perkara diatas di anggap sah oleh Majelis Hakim dan berhak untuk di putuskan
dengan tetap menghadirkan dua orang saksi laki-laki agar dapat dibuktikan
bahwa ucapan talak tersebut benar.

Salah satu upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan oleh
suami istri untuk menghindari terjadinya perceraian yaitu dengan cara saling
memahami serta menerima kekurangan satu sama lain dengan memenuhi hak
serta kewajiban masing-masing, suami istri juga harus mengetahui bahwasanya
hakekat dari membina rumah tangga yaitu untuk mendapatkan Ridha Allah Swt
karena pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup.

Alasan penulis memakai Putusan Nomor. 534/Pdt.G/2022/Ms. Idi dan
Putusan Nomor. 322/Pdt.G/2019/Ms. Lsm, karean dari beberapa Putusan yang
peneliti temukan baik di Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah
Kota Lhokseumawe hanya putusan tersebutla yang relevan dan sesuai dengan
rumusan masalah yang diteliti yaitu untuk membandingkan perkara-perkara
terkait dengan alasan-alasan perceraian yang paling dominan pada masing-

masing daerah tersebut.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam terdapat 7 sebab-sebab perceraian termasuk:
Nuzyus, fasakh, khulu’, li’an, I’la, zihar dan syiqaq. Dalam Pasal 38
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat tiga sebab, yaitu:
kematian, akibat perceraian dan akibat putusan pengadilan. Sedangkan
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomoro 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Jo, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, yaitu: salah satu pihak berbuat zina,
pemabuk, pemandat, penjudi yang sulit disembuhkan, salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak
mendapat hukuman penjara 5 tahun, salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan, salah satu pihak mendapat cacat badan
atau penyakit dan antara suami istri terus berselisin dan bertengkar.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 terdapat
penambahan 2 point dari pasal sebelumnya, yaitu: suami melanggar
taklik talak dan murtadnya salah satu pihak yang menyebabkan
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah Idi ada beberapa
penyebab diantaranya yaitu: Madat, judi, meninggalkan salah satu pihak,
dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, serta faktor ekonomi, adapun sebab
perceraian karena zina, mabuk, kawin paksa dan murtad peneliti tidak
menemukan data adanya kasus peeceraian karena sebab tersebut.

Sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Lhoksemawe sama halnya dengan
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sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah Idi, hanya saja padaMahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe sebab perceraian karena kawin paksa dan
murtad tidak terdapat kasus perkaranya.

3. Sebab-sebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar’iyah
idi (Aceh Timur) yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara
terus menerus, hal ini disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung
seperti faktor ekonomi. Sedangkan sebab-sebab perceraian yang paling
dominan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yaitu perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan juga
oleh faktor lain yang mendukung seperti salah satu pihak meninggalkan

pihak lain.
B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pasangan suami istri harus lebih
meningkatkan keimanan ketika ingin menikah dan dapat memahi bahwa
tujuan perkawinan itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhsn lahir
dan batin saja, melain tujuan perkawinan itu juga merupakan ibadah
kepada Allah Swt agar kehidupan dalam berumah tangga dapat bahagia
dan kekal. Sehingga dapat menghindari terjadinya sebab-sebab
perceraian dan terhindar juga dari sebuah perceraian.

2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan pra nikah yang lebih mendetail,
sehingga diharapkan kepada pasangan suami istri dapat mengetahui apa
hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kepada Mahkamah
Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe disarankan agar
kedepannya dapat meningkatkan lagi upaya dalam meminimalisir kasus-
kasus perceraian yang ada dengan aktif seperti mengadakan sosialisasi
terkait peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan. Sehingga
masyarakat juga dapat mengetahui apa saja dampak positif dan negatife

dari sebuah perceraian.
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3. Kepada lembaga pengurus perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama
(KUA) agar lebih mengintensifkan kembali tentang pemahaman
berumah tangga kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan
perkawinannya, supaya lebih dapat memahami bagaimana pentingnya
membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang
merupakan tujuan dari kehidupan berumah tangga itu sendiri.
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Judul Skripsi
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. Perbandingan Putusan Mahkamah
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No Nama NIM

Demikian surat ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ketua Mahkama 8yar’iyah Lhokseumawe

/ ~Wassalam,

:‘.x: Yedi Suparman, S.H.l,M.H
NIPA 9760606 200502 1 001
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VERBATIM WAWANCARA

NO

P/N

Isi Wawancara

Assalamualaikum pak, nama saya Melisa Mahasiswa dari Uin
Banda Aceh Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, maka
mohon izin untuk melakukan penelitian skripsi saya yang berjudul
tentang “Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan
Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah Kota
Lhokseumawe)”. Terkait hal tersebut berapa persentase angka
perceraian di MS Lhoksemawe ini dari Tahun 2019 sampai 2022,
apakah semakin meningkat atau semakin menurun?

Waalaikumsallam, terkait persentase perceraian dilihat pada tahun
tersebut jumlah perkara yang ada menurun, hanya meningkat pada
tahun 2019 saja

Terkait sebab perceraian yang paling dominan pada MS
Lhoksemawe bagaimana pak ? dari seluruh jumlah sebab
perceraian yang ada

Mengenai hal tersebut, untuk yang paling dominanny perselisihan
dan pertengkaran, namun faktor yang mendorong yaitu salah satu
pihak meninggalkan pihak lain dan ada juga karena faktor
ekonomi, namun untuk yang paling dominan karena salah satu
pihak meninggalkan pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena
pekerjaan masyarakat lhoksemawe pada umumnya PNS atau pun
pegawai dan pejabat yang memang sering pergi keluar daerah
karena pekerjaan dan pisah tempat tinggal dengan suami atau istri
dengan jangka waktu tertentu, sehingga terkadang dari sebab
tersebut adanya unsur perselingkuhan, yang membuat pasangan ini
meminta bercerai

Lantas apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara tersebut dan apa pertimbangan hukumnnya?

Untuk peritmbangannya hakim dapat melihat pada saksi-saksi
yang di hadirkan dalam persidangan, melihat juga pada fakta
hukum terkait duduk perkara yang terjadi dan pertimbangan
hukumnya pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo
Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, dapat juga merujuk pda KHI.




Gambar 1: wawancara online Pihak Mahkamah Syar’iyah Idi

(—Q“ Wawancara Pihak Idi @« %

Assalamualaikum pak, mohon
maaf mengganggu waktunya,
saya Melisa dri mahasiswa
UIN Banda Aceh, saya mau
menanyakan perihal izin
penelitian saya, jadi sekiranya
kapan saya bisa untuk
mewawancarai bapak terkait
penelitian saya di ms idi?

14.56 v/

Waalaikumsalam. s

Mohon maaf.

Melisa tinggal daerah mana ya??
Melisa tinggal nya di Aceh timur
tepatnya di alur ie Mirah pak, tpi ini saya
masih di Banda Aceh, balik ke Aceh

timur insya Allah bsok pak 15.02 W/

Atau gini saja.
Kirim saja pertanyaannya.
Dan data yang diperlukan.

Biar saya yang isi.
Kalau sudah siap nanti saya kabarin.
150

Ohh iyaa pak baik 5 9 ./

Soalnya lagi banyak sidang takutnya
tidak sempat wawancara.

Boleh juga pak, nanti saya kirim daftar
pertanyaan nya 15.10 ¥/

Ok siap. 15

é-w Wawancara Pihak [di @ %

. DAFTAR PERTANYAAN.docx

A
Assalamualaikum pak, ini untuk
daftar pertanyannya 153/

Waalaikumsalam.

Ok.

DAFTAR PERTANYAAN AN
Melisa.docx

Baik pak 501

Terima kasih banyakyapak A, . =

lya sama sama.

Tinggal saya kirim putusannya saja ya.

Tinggal saya kirim putusannya saja ya

lyaa pak saya tunggu 5.02 W/

» Putusan Ms Idi.rar
RAR

Sudah ya.
Makasiyaapak A, .

lya sama-sama.

L
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Gambar 2. Wawancara oleh Pihak Mahkamah Syar’iyah Lhoksemawe
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